
















































































PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

—

KABUPATEN REMBANG,

bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang
menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran
berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

 bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu

menetapkan Persetujuan Penetapan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b,
perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
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11.

12,

13,

14.

15.

16.

17

18.

19.

. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

20.

2.

22.

23.

24,

2b.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa,;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang;

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Atas Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran pada tanggal 30
Juli 2019;

2. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang tanggal 30 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

. Persetujuan Penetapan Kebijakan Umum Perubahan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Prioritas
Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2019.

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum
KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembaug.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2019




NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 019.6/ 2153/ 2019

NOMOR : 019.6/ 590 / 2019

TANGGAL : 30 Juli 2019

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH (KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama . H. Abdul Hafidz, S.PdI
Jabatan ; Bupati Rembang
Alamat Kantor . JL. P. Diponegoro No. 90 Rembang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang

2. a. Nama :  H. Majid Kamil MZ.

Jabatan :  Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

b. Nama . H. Gunasih ,S.E.
Jabatan - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

c. Nama :  H.M. 3Bisri Cholil Laquf
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 38 Rembang

d. Nama :  Sumarsih
Jabatan . Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat . JI. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) diperlukan Kebijakan Umum
Perubahan APBD vyang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah



Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan
Plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum
Perubahan APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,
yang menjadi dasar dalam penyusunan Pefﬁabahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran
2019.

Rembang, 20 Juli 2019

PIMPINAN
BUPATI REMBANC DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Selaku, 7 DKSBUPATEN REMBANG
PIHAK PERTAMA ——JgY, Selaku,

P ‘ &K KEDUA
' d Kami) MZ
KETUA

H. Abdul Hafidz, S.Pd.I

H. Gunasih,S.E.
WAKIL KETUA

H.M. Bisri Cholil Laquf
WAKIL KETUA

Sumars
WAKIL KETUA



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6 / 2152 / 2019
NOMOR : 019.6 /593 / 2019
TANGGAL : 30 JULI 2019
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPASP) APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama . H. Abdul Hafidz, S.Pd.I
Jabatan :  Bupati Rembang
Alamat Kantor : JL P. Diponegoro No. 90 Rembang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang

2. a. Nama . H. Majid Kamil MZ

Jabatan :  Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : JL P. Diponegoro No. 88 Rembang

b. Nama . H. Gunasih, S.E.
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : JL P. Diponegoro No. 88 Rembang

¢. Nama : H. M. Bisri Cholil Laquf
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : JL P. Diponegoro No. 88 Rembang

d. Nama :  Sumarsih
Jabatan . Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : JL. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaki dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019 yang disepakati bersama antara
DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar



penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD
dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang meliputi rencana
pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas
Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon
Anggaran per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara progam

dan kegiatan, Plafon Anggaran Belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran
pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2019.

Rembang, 30 Juli 2019

‘ PIMPINAN
BUPATI REMBANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Selaku, ' KABUPATEN REMBANG
PIHAK PERTAMA Selaku,
PIHAK KEDJA
N
H. Abdul Hafidz, S.Pd.I :
: H. Majid!Kamil MZ.

KETUA

'H. Gunasih,S.E.
WAKIL KETUA

H.M. Bisri Chdlil Laquf
WAKIL KETUA

Sumarsih
WAKIL KETUA




